PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KU.03.04/Kep. 15 -DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
' DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 242 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 80 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal 29
September 2029 telah dilaksanakan rapat Paripurna DPRD
pembicaraan Tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023;

b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan

‘ daerah dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana
‘ dimaksud pada huruf a, maka untuk tertib hukum dan
tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk

Keputusan Bersama antara DPRD Kabupaten Purwakarta

dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara perpajakan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakqn
menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 4999);,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019
perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2000
Tahun 210, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana
Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor &8 Tahun 2006, tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 295,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009, tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia 4972) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor S
Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  63523);Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6321):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(LNRI Tahun 2018 Nomor 59 TLNRI Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2019
Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1O
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ))

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Permendagri RI Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1067)

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun
2007, tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembar Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwalorta
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkao
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun
2019-2023),

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 0);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU . Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum
PERTAMA di atas adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 September 2023
} DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKART.&
KETUA,
w AHMAD SANUSI
TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Barat;

2. Yth. Sdr. Pj. Bupati Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KU.03.04/Kep. 15 -DPRD/2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

RAH

\*J

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Bupati
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan Bersama,;

bahwa Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diajukan merupakan perwujudan. dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang
dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijjakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21
September 2023;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah




16.

17.

18.

19.

20

21

2

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6179);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik [Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63);




Menetapkan

32.

33.

34.

39.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-
2023);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan,;
Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

X
2.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

O. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

‘ APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

10. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.

12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
‘ dan belanja daerah.

13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
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16. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

17. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  perjanjian  atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

19. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya

‘ sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 yang semula berjumlah Rp2.502.754.477.217,- bertambah/(berkurang)
sejumlah Rp90.242.172.032,- sehingga menjadi Rp2.592.996.649.249,- dengan

‘ rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah
1. semula : Rp2.502.754.477.217,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp90.242.172.032,-
jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan : Rp2.592.996.649.249 -
b. Belanja Daerah
1. semula : Rp2.552.797.647.962,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp91.042.835.300.-
jumlah belanja daerah
setelah perubahan : Rp2.643.840.483.262,-

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) semula : Rp65.043.170.745,- |
b) bertambah/(berkurang) : Rp(9.199.336.732,-)

jumlah penerimaan pembiayaan daerah
setelah perubahan : Rp55.843.834.013,-
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2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) semula : Rp15.000.000.000,-
b) bertambah/(berkurang) : Rp(10.000.000.000,-)
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah
setelah perubahan : Rp5.000.000.000,-
pembiayaan netto
setelah Perubahan : Rp50.843.834.013,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Daerah Tahun Berkenaan : Rp.0.00,-
Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula : Rp762.810.530.295,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp25.274.250.000,-
jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan : Rp788.084.780.295
b. Pendapatan Transfer
1. Semula : Rp1.739.943.946.922,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp64.967.922.032,-
jumlah Pendapatan Transfer
setelah perubahan : Rp1.804.911.868.954,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1. Semula : Rp485.485.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp25.274.250.000,-
jumlah pajak daerah
setelah perubahan : RpS510.759.250.000,-
b. Retribusi Daerah
1. semula : Rp41.449.934.774 ,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp0.00,-
jumlah retribusi daerah
setelah Perubahan : Rp41.449.934.774,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1. Semula : Rp9.717.532.000
2. bertambah/(berkurang) : Rp0,00,-

jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan  : Rp9.717.532.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. semula : Rp226.158.063.521,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp0.00,-

jumlah pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan : Rp226.158.063.521,-
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(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdir1 dari jenis Pendapatan :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. semula : Rp1.518.409.869.577,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp25.945.297.183,-
jumlah Transfer Pemerintah Pusat
setelah perubahan : Rp1.544.355.166.760,-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
1. semula : Rp221.534.077.345
2. bertambah /(berkurang) : Rp39.022.624.849,-
jumlah Transfer Antar Daerah
setelah perubahan : Rp260.556.702.194
Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdirl

dari :
a. Belanja Operasional
1. semula : Rp1.945.817.420.942,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp65.651.444.840,-
jumlah belanja operasional
setelah Perubahan : Rp2.011.468.865.782,-
b. Belanja Modal
1. semula : Rp 249.731.543.914,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp 16.012.455.613,-
Jumlah belanja modal
Setelah perubahan : Rp 265.743.999.527,-

c. Belanja Tidak Terduga

1. semula : Rp 6.845.000.000,-

2. bertambah/(berkurang) : Rp 9.378.934.847 ,-
Jumlah belanja tidak terduga
Setelah perubahan : Rp 16.223.934.847-

d. Belanja Transfer

1. semula : Rp350.403.683.106,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp0.00,-

Jumlah belanja transfer

Setelah perubahan : Rp350.403.683.106,-

(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja Pegawali

1. semula : Rp971.649.795.129,-

2. bertambah/(berkurang) : Rp29.460.002.938,-
jumlah belanja pegawal
setelah perubahan : Rp1.001.109.798.067,-

b. Belanja Barang dan Jasa
1. semula : Rp917.823.005.475,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp29.813.426.402 -
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jumlah belanja bunga

setelah perubahan : Rp947.636.431.877,-
c. Belanja Hibah
1. Semula : Rp52.470.089.338,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp6.488.040.000,-
jumlah belanja hibah
setelah perubahan : Rp58.958.129.338,-
d. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula : Rp3.874.531.000,-
2. bertambah /(berkurang) : Rp(110.024.500,-)
jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan : Rp3.764.506.500,-

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Belanja :
a. Belanja Modal Tanah

1. semula : Rp9.240.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp(1.700.000.000,-)
jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan : Rp7.540.000.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
1. semula : Rp98.767.789.781,- |
2. bertambah/(berkurang) : Rp7.662.258.500,-
jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin
setelah perubahan : Rp106.430.048.281,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. semula : Rp70.418.223.605,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp7.108.137.520,-
jumlah Modal Gedung dan Bangunan
setelah perubahan : Rp77.526.361.1295,-
d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi '
1. semula : Rp63.136.974.472,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp2.860.059.593 .-
jumlah Modal Jalan Jaringan dan Irigasi
setelah perubahan : Rp65.997.034.065,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. semula : Rp8.168.556.056,-
2. bertambah /(berkurang) : Rp82.000.000,-
jumlah Modal Aset Tetap Lainnya
setelah perubahan : Rp8.250.556.056,-

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja Tidak Terduga

1. semula : Rp6.845.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp9.378.934.847 .-
jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan : Rp16.223.934.847,-
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(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari jenis Belanja :
a. Belanja Bagi Hasil
1. semula : Rp44.962.193.106,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp0.00,-
jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan : Rp44.962.193.106,-
b. Belanja Bantuan Keuangan
1. semula : Rp305.441.490.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp0,00,-
jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan : Rp305.441.490.000,-
Pasal S5
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. semula : Rp65.043.170.745,-
2. bertambah /(berkurang) : Rp(9.199.336.732,-)
jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah perubahan : Rp55.843.834.013,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. semula : Rp15.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp(10.000.000.000,-)
jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah perubahan : Rp5.000.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran

sebelumnya

1. semula : Rp65.043.170.745,-
2. bertambah /(berkurang) : Rp(9.199.336.732,-)

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran

sebelumnya
setelah Perubahan : Rp55.843.834.013,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

1. semula : Rp10.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp(10.000.000.000,-)
jumlah pembentukan dana
cadangan setelah Perubahan : Rp.0,00,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1. semula : Rp5.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp0.00,-
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jumlah penyertaan modal

(investasi) Pemerintah Daerah
setelah Perubahan : Rp5.000.000.000,-

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
‘ (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau;

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dari Peraturan

‘ Daerah ini, yang terdiri dari :

L, Lampiran |

2. Lampiran Il

3. Lampiran [l

4. Lampiran IV

3. Lampiran V

L R S R L

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan,

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah  dan
Organisasi;

Rincian Perubahan APBD  menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil

dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
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6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah

10.  Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12.  Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

14.  Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali

Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan,
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta.

&

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 29 September 2023

kDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKART
KETUA,

=

A AHMAD SANUSI
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